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BAB IV
ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
A. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pengertian perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan.
Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.[footnoteRef:2] [2:  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju  2007.] 

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.[footnoteRef:3] [3:  Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love.] 

Berbagai macam manfaat dari perjanjian perkawinan tidak langsung membuat masyarakat menjadi berpikir untuk membuat perjanjian sebelum melangsungkan perkawinan, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat merasa bahwa perjanjian tersebut tidak begitu penting dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat timur.
B. Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Menurut Ketentuan Pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut :
a. Dengan akta notaris
Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk:[footnoteRef:4] [4:  R.Soetojo Prawirohamidjojo, Soebijono Tjitrowinoto, Pluralisme Dalam Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press 1986.] 

1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
2) Untuk adanya kepastian hukum.
3) Sebagai alat bukti sah.
4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 BW (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).
b. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan
Syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku  satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan.[footnoteRef:5] [5:  R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan, Surabaya: UNAIR, 2008.] 

Tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri tersebut yaitu:[footnoteRef:6] [6:  Ibid h.88.] 

1) Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi Dalam pasal 115 KUHPerdata disebutkan:
Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka berartilah bahwa perjanjian yang demikian, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua.
Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma-Cuma (hadiah,warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi suami atau isteri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:[footnoteRef:7] [7:  Ibid h.90.] 

a) Milik pribadi suami
b) Milik pribadi isteri
c) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan
2) Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan
Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (gameenschap van vruchten en inkomsten) undang-undang hanya memuat satu pasal (pasal 164 BW). Ketentuan dalam perjanjian kawin, menetukan antara suami dan isteri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti tidak akan ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undang- undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi.
Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga terdapat kemungkinan adanya tiga jenis harta kekayaan yaitu: harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendaptan ini dahulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat: kebersamaan tersebutdalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaannya, apabila kebersamaan tersebut menujukkan kerugian (saldo negatif), maka suami yang mengurusi kebersamaan itu. Dengan kata lain, suami harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami isteri.
Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUHPerdata yang menentukan bahwa, “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu”.
Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdata menempatkan suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul dalam praktek perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami.[footnoteRef:8] [8:  Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur bandung, 1964.] 

3) Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan
Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara tegas dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi.
Setiap peniadaan kebersamaan hanya ada dua kemungkinan dalam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan milik pribadi isteri. Tidak ada kemungkinan adanya harta kekayaan ketiga yang termasuk dalam suatu kebersamaan harta kekayaan terbatas.
C. Isi Perjanjian Kawin
Asas-asas yang ditentukan dalam BW menyatakan, bahwa calon suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. Pasal 139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam lebersamaan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (openbare orde)
Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dapat dikemukakan pendapat ahli hukum, antara lain:[footnoteRef:9] [9:  Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.] 

1) Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja yang berhubungan dengan kewajiban suami isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan.
2) R.Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan
3) Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dan hal itu menyangkut mengenai harta yang merupakan harta pribadi suami isteri yang dibawa dalam perkawinan
Asas   kebebasan   kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:[footnoteRef:10] [10:  R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga Pohan, Surabaya: UNAIR, 2008.] 

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan pasal 23 A.B tersebut dan pasal 1335 BW yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat karena sebab (causa) palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sama dengan larangan untuk kawin dengan lebih dari seorang istri atau larangan untuk meminta cerai. Meskipun kedua hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam BW, namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian kawin.
2. Tidak dimuat janji-janji yang menyimpang dari :
a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan (pasal 140 ayat 1), misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau untuk mengurus kebersamaan harta (pasal 124 BW)
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouder lyke macht), misalnya hak nuntuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau mengasuh anak-anak (isi kekuasaan orang tua ditentukan dalam pasal 298 dan seterusnya)
c. Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (langstlevende echtgenoot) misalnya, untuk menjadi wali dan berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan testament (pasal 140 BW)
3. Tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Hal ini (pasal 141 BW) dirasakan berlebihan (overbodig), oleh karena pasal 1063 BW telah mengatur pula larangan untuk melepaskan hak mewaris dari orang yang masih hidup.
4. Calon suami isteri tidak boleh membuat perjanjian (beding) dengan kata-kata umum (in algemene bewoordingen) bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing, atau oleh adat kebiasaan, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan setempat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum. Jadi yang diperbolehkan adalah apabila isi undang- undang negara asing atau hukum adat kebiasan itu dirumuskan sedetail atau sejelas-jelasnya.
D. [bookmark: _TOC_250005]Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Menepati perjanjian itu menurut Alquran adalah sesuatu yang diperintahkan , sesuai dengan firman Allah diakhir ayat QS. Al-Isra (17): 34
وَلَوْلَآ أَنْ ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ٧٤ 
Artinya :Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung  jawabannya.[footnoteRef:11] [11:  Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, Bandung: CV Haekal Media Center, 2007.] 

Tafsir ayat ini ialah penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan subtansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT kelak di hari kemudian atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.[footnoteRef:12] [12:   M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.] 

Menurut tafsir Al-Azhar ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup manusia di dunia ini selalu terikat dengan janji-janji. Maka janganlah mudah- mudah saja membuat janji, kalau janji itu tidak terpenuhi. Di dalam janji terkandung amanat dan Tuhan pun memberikan didikan buat memenuhi janjiitu pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga dikatakan bahwa amalan yang paling utama ialah sembahyang pada awal waktunya. Kalau kita telah meneguhi janji dengan Allah, niscaya kita aman mendisiplin diri meneguhi janji dengan sesama manusia. Setiap perjanjian itu akan ditanya, artinya akan dipertanggungjawabkan.[footnoteRef:13] [13:  Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 13-14, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983.] 

Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu : wallahi, billahi dan tallahi dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhi.[footnoteRef:14] [14:  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.] 

Perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.[footnoteRef:15] [15:  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.] 

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf e perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa akan datang.

Perjanjian nikah bukan merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidzan yang dimana isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kata mitsaqan ghalidzan ditarik dari firman Allah QS. An-Nisa (4): 21
وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١  :
Artinya:“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”[footnoteRef:16] [16:   Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata.] 


Menurut tafsir Al-Maraghi di ayat ini Allah ingin menyadarkan dengan sebuah pertanyaan bagaimana mereka memperkenankan diri mau mengambil hak tersebut dari kaum wanita, sesudah hubungan suami isteri terjalin dengan ikatan yang kuat. Masing-masing pihak merupakan belahan dari lainnya, sehingga setelah masing-masing bersetubuh berarti saling pakai yang akibatnya akan melahirkan anak kemudian sang suami memutuskan pertalian yang besar itu maka suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah ia berikan.[footnoteRef:17] [17:  Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 4, Semarang: PT Toha Semarang 1986.] 

Menurut M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Rasulullah SAW ketika menikahkan putrinya Fatimah bersabda kepada calon suami anaknya bahwa “wahai Ali, dia, yakni Fatimah untukmu, dengan harapan enakau berbaik-baik menemaninya”. Kata mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang kuat ditemukan tiga kali dalam Al-Quran. Pertama dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami isteri, kedua menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (Qs. Al Ahzab 33:7) dan ketiga perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan- pesan agama (Qs. An-Nisa 4:157).

Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung dan  hidup  bersama kelak di hari kemudian. Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali maskawin ini disebabkan, dengan pernikahan isteri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebersamaanya dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya maskawin dinilai sebagai harga atau upah ia adalah harga sesaat hubungan seks itu sehingga, begitu saat tersebut berlalu harga atau upah tersebut bukan milik suami.[footnoteRef:18] [18:  M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.] 

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ayat tersebut berupa pertanyaan, bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian mendalam dan tidak ada lagi kata-kata halus daripada ini untuk orang yang beriman. Sampai hati kamu mengambilnya kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami isteri dengan dia? Telah berpadu. Telah engkau pakai dia dan telah dipakainya engkau. Tidakkah engkau ingat, bahwa sekian lama engkau berkasih mesra dengan dia, engkau sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan? Apakah harganya barang-barang itu jika diingat, bahwa sari isterimu telah engkau ambil? Apatah lagi, akan menjadi dosa yang lebih mengejutkan, jika kelak barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada isterimu yang baru.
Kehoramatan akan diberikan kepada suami dan si suamipun telah menyerahkan diri menyambut nasibnya dan membina hidup berumah tangga dalam khayalannya akan hidup rukun, sampai mati salah seorang. Sekarang tiba-tiba hancur segala harapan itu, dia diceraikan dan barang-barangnya diambil pula. Sungguh perbuatan itu amat nista, bukan perangai orang beriman. Yang akan berbuat begini hanya orang jahiliyah atau orang yang mengakui Islam padahal budinya budi jahiliyah.[footnoteRef:19] [19:  Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987.] 

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :
a. Taklik Talak dan
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam
E. [bookmark: _TOC_250004]Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan
Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satunya dengan ikrar taklik talak, biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawari pembacaan taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepadanya istrinya, bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suatu waktu suami mengingkari salah satu isi taklik talak.[footnoteRef:20] [20:  Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, Jakarta: PT Elex Medis Komputindo, 2014.] 

Kata taklik talak terdiri dari dua kata yakni taklik dan talak. Kata taklik dari kata arab allaqa yu’alliqu ta’liqan yang berarti menggantungkan. Sementara, kata talak dari kata arab tallaqa yutalliqu tatliqan yang berarti mentalak, menceraikan atau perpisahan. Maka dari sisi bahasa taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu.[footnoteRef:21] [21:  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.] 


Sementara bila dilihat penggunaannya, seperti dalam praktik di Indonesia taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu melakukan akad nikah, maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadi perceraian. Berdasarkan subtansi inilah menjadi dasar dan alasan untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahan antara suami dan isteri.[footnoteRef:22] [22:  Khoiruddin Nasution, “Menjamin hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, Jurnal UNISIA XXXI no. 70 Desember, 2008.] 

Dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral diharapkan hanya satu kali terjadi, namun kenyataannya bahtera dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan indah seperti yang diharapkan. Hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak jarang terjadi dan terkadang berujung perceraian. Menurut Sayuti Thalib hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, maka dengan adanya taklik talak ini diharapkan adanya pelimpahan wewenang penjatuhan talak dari pihak suami ke pihak isteri meskipun terbatas dalam hal tertentu, ketika isteri merasa tertekan dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar salah satu dalam rumusan taklik talak.[footnoteRef:23] [23:  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia.] 

Mengenai teks (sighat) taklik talak yang diucapkan sesudah dilangsungkannya akad nikah adalah sebagai berikut:[footnoteRef:24] [24:  Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013] 

“ sesudah akad nikah, saya bin ... berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik menurut ajaran agama Islam” Selanjutnya, saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:
1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3) Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya
4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan kepada Pengadilan Agama, atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- sebagai ‘iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.
Tidak adanya keharusan dalam membacakan shighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah membuat beberapa suami setelah akad nikah menjadi enggan untuk membacakan hal tersebut dikarenakan mereka merasa tidak pantas ketika baru saja ijab qabul lantas harus membahas masalah perceraian tetapi ada juga yang tetap ingin membacakan disebabkan karena permintaan calon isteri dan keluarganya, namun ada beberapa orang yang menolak namun tetap menandatangani perjanjian tersebut yang artinya dianggap telah dibaca serta disetujui suami.[footnoteRef:25] [25:  Ibid] 

Secara teknis pegawai pencatat perlu memeriksa secara teliti, sebagaimana disebut dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975
1. Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan pasal 11 ayat 3 peraturan ini, maka suami mengucapkan dan mendatangani taklik talak yang disetujuinya setelah akad nikah dilangsungkan.
2. Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya maka hal ini segera diberitahukan kepada istrinya.[footnoteRef:26] [26:  Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975 Ayat 1-2.] 


Memerhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenangan-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak- hak yang seharusnya diterima si isteri. Meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapat hak berupa khulu’ (gugat cerai) maupun hak fasakh karena itu yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.[footnoteRef:27] [27:  Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.] 

[bookmark: _TOC_250003]1). 	Macam-macam Taklik Talak
Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudia hari melanggar salah satu atau semua yang telah di ikrarkannya. Adapun ucapan talak bermacam-macam diantaranya:[footnoteRef:28] [28:  Al  Hamdani,  Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam  Jakarta:  Pustaka  Amani 1989.] 

1. Talak yang langsung jatuh
Maksudnya ialah talak yang diucapkan tanpa ikatan syarat apapun, tidak disandarkan pada waktu akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya “engkau saya talak”, maka talak itu jatuh pada saat diucapkan.
2. Talak mu’allaq atau talak yang tergantung
Maksudnya ialah talak yang diucapkan suami dengan satu syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya “kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas dirimu”.
Talak mu’allaq adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa akan datang. Pengistilahan yang lain dari talak mu’allaq adalah taklik talak, taklik talak versi Indonesia ini berlainan dengan taklik  talak  yang dalam  kitab  fikih,  di mana  yang menjadi   sasaran adalah isteri, seperti suami mengatakan kepada isterinya “kalau kamu keluar rumah engkau tertalak sedangkan taklik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.[footnoteRef:29] [29:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.] 

Talak bergantung (talak mu’allaq) ada dua bagian:[footnoteRef:30] [30:  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, Jakarta: AMZAH, 2014.] 

a) Taklik qasami, dimaksudkan sebagaimana dalam sumpah, yakni untuk menekan isteri agar mau melakukan sesuatu atau meninggalkannya dan atau memperkuat berita. Misalnya ucapan suami kepada isteri “jika engkau pergi kerja engkau tertalak” hal tersebut dimaksudkan mencegah kerja bukan menjatuhkan talak.
b) Taklik syarthi, dimaksudkan menjatuhkan talak ketika tercapai syarat. Misalnya ucapan suami kepada isteri “jika engkau membebaskan aku dari sisa maharmu engkau tertalak”
Kedua talak bergantung di atas menyebabkan terjadinya talak menurut mayoritas ulama jika tercapai apa yang digantunginya sedangkan Ibnu Hazm berpendapat tidak terjadi talak. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mempunyai pendapat terperinci mengenai masalah ini, keduanya berpendapat talak mu’allaq yang didalamanya ada unsur sumpah tidak jatuh dan wajib membayar kaffarat (denda) apabila sumpahnya tidak dipenuhi yaitu dengan memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian, jika tidak mampu harus puasa selama tiga hari.
Menurut Ibnu Taimiyah, lafal yang diucapkan dalam talak ada tiga macam sebagai berikut:[footnoteRef:31] [31:  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak Jakarta: AMZAH, 2014.] 

1. Sighat tanjizi (bebas), seperti perkataan suami: “engkau tercerai”. Dengan ucapan ini terjatuhlah talak tidak sumpah dan tidak perlu kaffarah menurut kesepakatan ulama.
2. Sighat taklik (bergantung), seperti ucapan suami: “talak mengharuskan aku, sungguh akan aku kerjakan begini”, hal ini menurut kesepakatan ulama tergolong kedalam sumpah.
3. Sighat taklik (bergantung), seperti ucapan suami: “jika engkau lakukan begini maka isteriku tertalak”. Jika dimaksudkan sumpah sedangkan ia benci talak sebagaimana ia benci pindah agama, maka ia sumpah, hukumnya seperti sighat sumpah menurut kesepakatan ulama.

[bookmark: _TOC_250002]2). 	Syarat dan Unsur Taklik Talak
3. Syarat Taklik Talak
Talak bukanlah tanpa syarat, apabila usaha perdamaian antara suami dan isteri untuk hidup rukun kembali telah dilakukan dan tidak ditemukan tanda-tanda keberhasilan, maka untuk bercerai ada syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal sahnya taklik talak harus memenuhi syarat sebagai berikut:[footnoteRef:32] [32:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.] 

a) Harus disandarkan pada sesuatu yang belum ada tetapi akan ada apabila digantungkan atas perkara yang telah ada maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan. Misalnya seseorang mengatakan “kalau matahari terbit engkau tertalak padahal matahari sudah terbit maka jatuhb talaknya.
b) Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan di talak itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya.
c) Suami yang menalak adalah suami sah dari isteri yang ditalak.
4. Unsur-Unsur Taklik Talak
Berdasarkan shighat taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 sedikitnya meliputi 10 unsur. Secara riil alasan perceraian itu ada apabila kesemua unsur yang ada dalam sighat taklik talak itu terwujud, dengan memperhatikan kemungkinan alternatifnya pada salah satu poin (1), (2), (3) dan (4). Unsur yang dimaksud adalah:
a) Suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, atau
b) Suami tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya, atau
c) Suami menyakiti badan/jasmani isteri, atau
d) Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya
e) Isteri tidak ridho
f) Isteri mengadukan ke Pengadilan
g) Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan
h) Isteri membayar uang iwadh
i) Jatuhnya talak satu suami kepada isteri uang iwadh oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.




F. Perjanjian Lain yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam
Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam terbagi dua:[footnoteRef:33] [33:  Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2016.] 

1) Perjanjian Perkawinan dengan Pengaturan Harta
Hukum  Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu:
Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan suami dan istri karena perkawinan kecuali adanya “syirkah”, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.
Sebagaimana Firman Allah QS An-Nisa(4): 32

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢ 
Artinya:“Dan janganlah kamu merasa iri hati terhadap apa yang diakruniakan Allah kepada sebagaian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”[footnoteRef:34] [34:  Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, Bandung: CV Haekal Media Center, 2007.] 

Tafsir ayat diatas ialah, Allah telah membebani kaum lelaki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum lelaki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita. Kaum wanita mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukan bagi mereka dan mereka juga memperoleh bagian khusus tanpa disertai kaum pria, masing- masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang dikhususkan bagi yang lainnya.
Hendaknya masing-masing memohon pertolongan dan kekuatan kepada Rabb-Nya dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan jangan iri terhadap apa yang dibebankan pihak lain.[footnoteRef:35] [35:  Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 4, Semarang: PT Toha Semarang 1986.] 

Berdasarkan uraian dalam tafsir Al-Misbah ayat tersebut menjelaskan ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantar kepada pelanggaran- pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk ketentuan-Nya menyangkut pembagian waris di mana laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan, ayat ini berpesan dan janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta anak yatim,  kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin, dan lain-lain yang kualitasnya lebih baik dan jumlahnya lebih banyak dari apa yang dianugerahkan-Nya kepada sebagian yang lain. Allah menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini.[footnoteRef:36] [36:  M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.] 


Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat ini disebutkan bagi laki-laki akan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan artinya semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan pembahagian dan pembahagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah pembahagian, yang akan didapatnya tetapi kalau tidak diusahakan pembahagian itu tidak akan diberikan. Dengan hanya berangan-angan, pembahagian akan tetap jauh. Perempuan disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki berusaha masing- masing dalam bidangnya.[footnoteRef:37] [37:  Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 5, Jakarta: Pt Pustaka Panjimas, 1987..] 

Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang menegenai harta bersama seperti dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.
Dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UU Perkawinan), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan), yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untruk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.
2) Perjanjian Perkawinan Dengan Pisah Harta
Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri, Undang-Undang memberikan kepada si istri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh si istri:
a. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga
b. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis
c. Apabila si suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh suami terhadap kekayaan istrinya.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Hal ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami.
Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilan sendiri sesukanya. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu.[footnoteRef:38] [38:  Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan./] 


